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ABSTRAK 
Artikel ini merupakan hasil kajian literatur tentang potensi peningkatan produksi bagi para pelaku 
UMKM di wilayah sekitar Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Hasil produksi para pelaku 
UMKM berpotensi tidak hanya dipasarkan lokal,regional, nasional, bahkan berpotensi ekspor. 
Sehubungan dengan ekspor, Kementerian Keuangan dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai telah menfasilitasi berupa produk “Fasilitas KITE IKM”. Fasilitas tersebut berupa pembebasan 
bea masuk dan tidak dipungut PPN dan PPnBM atas impor barang dan atau bahan untuk diolah, 
dirakit dan/atau dipasang pada barang lain untuk tujuan ekspor. 
Fasilitas KITE IKM diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.04/Tahun 
2016 bagi para UMKM (yang disebut Industri Kecil dan Menengah atau IKM). Fasilitas ini dapat 
dioptimalkan dengan adanya sinergi dari pihak instansi pemerintah pusat dengan instansi pemerintah 
daerah. Hasil sinergi dinamis nantinya akan menjadi peluang bagi para UMKM dalam meningkatkan 
kualitas produksinya dan penguatan ekonomi masyarakat dapat diimplementasikan dengan baik.  
 
 
Kata kunci: KITE IKM, ekspor 
 
 
PENDAHULUAN 
Euforia semangat menghadapi MEA 
Tahun 2015 telah berlalu, Indonesia 
berupaya untuk mampu bersiap diri 
bersaing di kawasan ASEAN. Penyiapan 
sumberdaya manusia sebagai langkah awal 
dan diikuti dengan penguatan di sektor 
yang lain. Pada tahun tersebut pula,  negara 
anggota ASEAN menyetujui Cetak Biru 
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. 
Sebuah inisiatif untuk mencapai pasar 
tunggal dan berbasis produksi (Mumpuni 
dan Binadja, 2016).  Cetak Biru MEA 2025 
akan terbangun di atas Cetak Biru MEA 
2015 yang terdiri dari lima karakteristik 
yang saling terkait dan saling menguatkan, 
yaitu: (a) ekonomi yang terpadu dan 
terintegrasi penuh; (b) ASEAN yang 
berdaya saing, inovatif, dan dinamis; (c) 
Peningkatan konektivitas dan kerja sama 
sektoral; (d) ASEAN yang tangguh, 
inklusif, serta berorientasi dan berpusat 
pada masyarakat; dan (e) ASEAN yang 
global. MEA 2015 bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan ASEAN yang memiliki 
karakteristik sebagai pasar dan basis 
produksi tunggal, kawasan ASEAN yang 
lebih dinamis dan berdaya saing, memiliki 
pembangunan yang setara, serta 
mempercepat keterpaduan ekonomi di 
kawasan ASEAN dan dengan kawasan di 
luar ASEAN. 
MEA 2025 merupakan 
kelanjutan dari MEA 2015, dan bertujuan 
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untuk membuat ekonomi ASEAN semakin 
terintegrasi dan kohesif; berdaya saing dan 
dinamis; peningkatan konektivitas dan kerja 
sama sektoral; tangguh, inklusif, 
berorientasi serta berpusat pada masyarakat; 
serta ASEAN yang global.  Ekonomi yang 
kuat tidak hanya didukung dari dunia 
industri berupa perusahaan tetapi juga dari 
sektur usaha mikro dan menengah. Hal ini 
sesuai dengan konsep ASEAN Framework 
on Equitable Economic 
Development (AFEED) atau Kerangka 
Kerja ASEAN mengenai Pembangunan 
Ekonomi yang Setara. Kerangka kerja 
tersebut mengedepankan upaya, antara lain, 
pengurangan kesenjangan pembangunan, 
penguatan kualitas sumber daya manusia, 
peningkatan kesejahteraan sosial, 
pengembangan usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM), dan partisipasi yang 
lebih luas dalam proses integrasi ASEAN. 
(https://kemlu.go.id/portal/id/read/113/hala
man_list_lainnya/masyarakat-ekonomi-
asean-mea) 
 
Kemudian sejak tahun 2016, Kementerian 
Koperasi dan UKM bertindak sebagai focal 
point dalam kerja sama ASEAN 
Coordinating Committee on Micro, Small, 
and Medium Enterprises 
(ACCMSME). Forum kerja sama tersebut 
menjembatani sinergi dan integrasi 
program-program kerja di level ASEAN 
dengan program kerja nasional, khususnya 
dalam pengembangan UMKM. Partisipasi 
Kementerian Koperasi dan UKM dalam 
ACCMSME diwujudkan melalui  
 keterlibatan   dalam   kegiatan   dan  
 program-program pengembangan UMKM 
yang diimplementasikan di negara anggota 
ASEAN, yang mengacu pada Rencana Aksi 
Strategis Pengembangan UMKM 
ASEAN (Strategic Action Plan on 
SMEs Development).  
Seturut peran Kementerian Koperasi 
dan UKM, peran Kementerian Keuangan 
juga mengambil bagian dalam hal 
kemudahan impor dan ekspor bagi para 
UMKM.  Dengan diterbitkannya Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 
177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan 
Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak 
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah atas Impor Barang dan /atau bahan, 
dan / atau Mesin yang Dilakukan oleh 
Industri Kecil dan Menengah dengan 
Tujuan Ekspor. Yang dimaksud dengan 
IKM dalam regulasi ini sama dengan 
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah). Industri kecil dan menengah 
(IKM) berperan penting dalam mendorong 
perekonomian suatu negara secara 
menyeluruh. Tidak hanya sebagai 
penggerak roda perekonomian nasional, 
IKM juga mampu menjadi sumber 
penghidupan dan pembangunan 
masyarakat, terutama dalam industri yang 
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lebih menonjolkan aspek-aspek ekonomi 
seperti kesempatan kerja, pemerataan 
pendapatan, dan pembangunan ekonomi di 
pedesaan.  
Dalam rangka mendorong 
peningkatan ekspor, pemerintah 
meluncurkan fasilitas berupa Kemudahan 
Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil 
dan Menengah (KITE IKM) yang sejalan 
dengan paket Kebijakan Ekonomi 
Pemerintah Jilid I yang mengamanatkan 
untuk melakukan deregulasi peraturan yang 
mendukung Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM), yang didalamnya 
termasuk Industri Kecil Menengah (IKM). 
Pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah 
(IKM) diminta secara masif menggunakan 
fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor 
(KITE). Pasalnya, fasilitas yang 
diluncurkan pemerintah sejak Januari 2017 
itu bertujuan untuk menurunkan biaya 
produksi dan meningkatkan pendapatan 
sehingga memacu produktivitas serta daya 
saing IKM.  
Mengingat kontribusi UMKM terhadap 
Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 
61.41% dan mampu menyerap tenaga kerja 
sampai 97%, Kementerian Keuangan c.q. 
Bea Cukai meluncurkan fasilitas KITE 
IKM yang dapat mendukung IKM untuk 
meningkatkan ekspor. Sri Mulyani 
menambahkan bahwa fasilitas ini diberikan 
kepada industri kecil menengah yang 
berdiri secara mandiri maupun yang 
membentuk konsorium berupa badan usaha, 
IKM koordinator, atau koperasi. Sedangkan 
barang-barang yang dapat diberikan 
fasilitas KITE IKM merupakan bahan baku 
atau bahan penolong, mesin, atau barang 
contoh yang digunakan dalam menunjang 
proses produksi yang nantinya akan 
diekspor kembali 
(http://bctemas.beacukai.go.id/peluncuran-
fasilitas-kemudahan-impor-tujuan-ekspor-
untuk-industri-kecil-menengah-kite-ikm/ ) 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka 
perlu kita telaah bagaimana dengan potensi 
IKM di wilayah Magelang. Berdasarkan 
data dari BPS (Badan Pusat Statistik) 
menyebutkan bahwa jumlah dan potensi 
UMKM menunjukkan perkembangan 
(Tabel 1 dan Tabel 2). 
Tabel 1 Data UMKM Kabupaten Magelang 
01.
35 319   35 333   35 339   35 348   36 352   
 59    62    66    70    79   
02.
3 063   3 066   3 068   3 079   3 196   
 29    36    37    43    44   
03.
38 382   38 399   38 407   38 427   39 548   
 88    98    103    113    123   
38 470   38 497   38 510   38 540   39 671   
2014 2015
   -   Kecil 
   -   Menengah 
Komoditi
Comodity
2011
Source : Industry, Cooperative and Small Business & Middle of Magelang Regency
Banyaknya Unit Usaha Industri Kecil  dan Menengah, 2011 - 2015   
Number of  Small Industry and Medium , 2011 - 2015
   -   Menengah 
Jumlah ( 01 + 02 )
   -   Kecil 
2012 2013
   -   Menengah
Jumlah
Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM  Kabupaten Magelang
Industri Kimia, Agro & Hasil Hutan
Industri Logam, Mesin, Elektro & Aneka
   -   Kecil 
 
 
Tabel 1 menunjukkan jumlah 
UMKM Kabupaten Magelang baik dari 
berbagai komoditi maupun kriteria usaha 
kecil dan menengah. Peningkatan jumlah 
ini memang baru sampai tahun 2015 data 
yang diperoleh, tetapi menunjukkan fakta 
 “Fintech dan E-Commerce untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM dan Industri Kreatif” 
Hotel Atria Magelang, Selasa, 15 Oktober 2019 
 
 
290 
 
terdapat peningkatan jumlah setiap 
tahunnya. Sedangkan data UMKM Kota 
Magelang yang diperoleh pada Tahun 2016 
(Tabel 2) menunjukkan sektor industri 
olahan makanan, konveksi dan mainan 
anak. Tabel 2 menyajikan keterserapan 
tenaga kerja.  
Tabel 2 Data UMKM Kota Magelang 
Investasi
(Rp.000.-)
1
1.1. Konveksi Kramat Selatan 18 78 83 921
1.2. Konveksi Kedungsari 35 73 109 348
1.3. Mainan Anak Jurangombo Utara 28 61 68 107
1.4. Mainan Anak Jurangombo Selatan 10 27 45 000
2
2.1. Tidar Selatan
(Tidar Campur)
2.2. Tahu Tidar Selatan (Trunan) 62 261 702 301
2.3. Tahu Magersari 17 53 86 125
2.4. Tempe Kedungsari 15 39 70 000
2.5. Kerupuk Iris Potrobangsan 11 23 90 000
2.6. Roti/Kue Rejowinangun Utara 86 245 136 879
Jumlah 313 1 004 1 784 618
Banyaknya Unit Usaha di Sentra Industri Kecil menurut Kelompok Industri, Lokasi, Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi di Kota Magelang Tahun 2016
31
Kelompok Industri
Industri Aneka
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang
144 392 937
Lokasi Kelurahan Unit Usaha Tenaga Kerja
Tahu
Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan
 
Namun, baik Tabel 1 dan Tabel 2 
belum dapat menunjukkan data bagaimana 
UMKM sudah memanfaatkan atau belum 
terhadap fasilitas KITE IKM yang sudah 
digulirkan sejak Tahun 2017. Artikel ini 
ingin menunjukkan fakta bahwa fasilitas 
tersebut dapat dinikmati para UMKM 
wilayah Magelang. Hal ini mengingat peran 
fasilitator (KPPBC TMP C Magelang) 
seharusnya dapat dilibatkan dalam 
penguatan kualitas UMKM di wilayah 
Magelang siap ekspor dan dapat 
memanfaatkan fasilitas KITE IKM. 
 
LANDASAN TEORI 
Ekspor Impor 
Kegiatan ekspor telah menjadi 
penentu produk buatan indonesia dapat 
bersaing di pasar luar negeri, Ekspor sendiri 
didefinisikan oleh Gumilar dalam Winardi 
(1977) “Benda-benda (termasuk jasa-jasa) 
yang dijual kepada penduduk negara lain, 
ditambah dengan jasa-jasa yang 
diselenggarakan kepada penduduk negara 
tersebut berupa pengangkutan dengan 
kapal, permodalan dan hal-hal lain yang 
membantu ekspor tersebut.”Pengaruh 
ekspor berdampak terhadap perekonomian 
negara, meskipun hanya salah satu faktor, 
ekspor masih dapat diandalkan dalam 
pemasukan negara”.  Ekspor dapat 
melibatkan perusahaan atau orang pribadi 
yang memiliki kualitas produk yang 
berdaya saing di perdagangan internasional.  
Kegiatan impor dilakukan oleh negara bila 
adanya kebutuhan yang diperlukan suatu 
negara terhadap negara lain. Ratnasari 
dalam Benny (2013) menjelaskan “Produk 
impor merupakan barang-barang yang tidak 
dapat dihasilkan atau negara yang sudah 
dapat dihasilkan, tetapi tidak dapat 
mencukupi kebutuhan rakyat.”Sebagaimana 
dikemukakan oleh Gumilar dalam Winardi 
(1977) mendefiniskan impor “Benda-benda 
atau jasa-jasa yang dibeli dari luar negeri.” 
Pada hakikatnya impor dilakukan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan suatu negara, 
namun seiring berkembangnya kegiatan 
perekonomianimpor yang dilakukan 
menjadi lebih berkembang. Impor 
diperlukan tidak hanya untuk memenuhi 
kebutuhan 
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Fasilitas KITE IKM 
Pemberian fasilitas pajak merupakan 
tindakan kebijaksanaan pemerintah yang 
mempunyai tujuan tertentu, maka oleh 
sebab itu pajak dinilai sebagai suatu alat 
yang ampuh untuk mencapai tujuan 
tersebut. Sejak reformasi pajak banyak 
fasilitas pajak yang dihapus berkaitan 
dengan pemerintah ingin meningkatkan 
penerimaan di bidang pajak Soemitro 
(1988) mengemukakan “Walaupun dalam 
era pajak baru tidak lagi terdapat fasilitas, 
tapi banyak juga kemudahan, yang tidak 
selalu berbentuk keringanan pajak yang 
telah diberikan kepada dunia usaha.” 
Fasilitas KITE merupakan fasilitas yang 
diberikan pemerintah di bidang PPN, 
fasilitas KITE diberikan dengan tujuan agar 
produsen/pengusaha dalam negeri mampu 
mengembangkan usahanya dan sanggup 
bersaing dengan perusahaan multinasional. 
Hal ini dilakukan pemerintah dengan cara 
mempermudah alur impor bahan baku 
masuk untuk produksi barang jadi yang 
kemudian di ekspor.Fasilitas KITE 
sebagaimana dimaksud dijelaskan oleh 
Winarno (2013) ialah “Fasilitas 
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) 
yang berupa pemberian pembebasan dan 
atau pengembalian bea masuk dan atau 
cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut 
diberikan untuk memacu ekspor terutama 
ekspor non migas.” Fasilitas ini artinya 
diberikan agar ekspor barang non migas 
dapat meningkat di Indonesia. Selanjutnya 
Sedangkan fasilitas KITE IKM 
sebagaimana dimaksud pada PMK Nomor 
177/PMK.04/2016 adalah 1) berupa 
pembebasan bea masuk serta Pajak 
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah terutang tidak dipungut atas impor 
dan /atau pemasukan barang dan /atau 
bahan untuk diolah , dirakit, atau dipasang 
pada barang lain dengan tujuan untuk 
ekspor dan /atau penyerahan produksi IKM. 
Fasilitas dimaksud pada  
diberikan kepada: 1) industri kecil atau 
industri menengah, 2)  badan usaha yang 
dibentuk oleh gabungan IKM, 3)IKM yang 
ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) 
Sentra, atau 4) koperasi. 
Adapun kriteria industri kecil yang dapat 
mengajukan fasilitas KITE IKM yaitu : a)  
merupakan usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh badan 
usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari usaha menengah atau usaha 
besar; dan b) memiliki kekayaan bersih, 
nilai investasi atau hasil penjualan tahunan 
dengan ketentuan sebagai berikut: (1) 
kekayaan bersih atau nilai investasi lebih 
dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 
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500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); atau 
(2) hasil penjualan tahunan lebih dari  Rp 
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak Rp 
2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta 
rupiah). 
 
METODE PENELITIAN  
Kajian ini menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian 
yang difokuskan untuk mengkaji penerapan  
kaidah-kaidah atau norma-norma dalam 
hukum positif (Ibrahim, 2006). Yuridis 
Normatif, yaitu pendekatan yang 
menggunakan konsepsi legis positivis. 
Konsep ini memandang hukum identik 
dengan norma-norma tertulis yang dibuat 
dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat 
yang berwenang. Konsep ini memandang 
hukum sebagai suatu sistem normatif yang 
bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari 
kehidupan masyarakat yang nyata 
(Soemitro, 1998).   
Kajian ini menggunakan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) 
dan pendekatan kasus (case approach).  
Pendekatan perundang-undangan digunakan 
untuk mengetahui keseluruhan peraturan 
hukum khususnya peraturan yang 
berhubungan dengan Fasilitas KITE IKM.   
Pendekatan kasus bertujuan untuk 
mempelajari apakah peraturan yang 
diterbitkan apakah sudah cukup mudah 
untuk diimplementasikan atau masih 
diperlukan penguatan regulasi atau 
peraturan lainnya.. 
 
Kerangka Konseptual 
Artikel ini menggunakan kerangka 
konseptual sebagai berikut dalam penulisan. 
 
 
Gambar 1Kerangka Konseptual 
Gambar 1 menyampaikan alur proses 
bagaimana semangat MEA sejak Tahun 
2015.  Pada pilar ekonomi tersebut 
menyinggung keterlibatan UMKM sebagai 
salah satu pendukung kontribusi MEA, 
maka Tahun 2016 Pemerintah Indonesia 
menggulirkan regulasi yang mendukung 
UMKM lebih mudah bersaing dalam skala 
ekspor impor berupa PMK No-
177/PMK.04/2016. Regulasi tersebut 
berupa pemberian Fasilitas KITE IKM. 
Apabila IKM dapat memanfaatkan fasilitas 
tersebut maka dapat menghemat biaya 
produksi maupun pajak-pajak yang 
dikenakan kepada IKM. Implementasi 
Tahun 2018 menunjukkan hasil dengan 
adanya satu IKM di wilayah KPPBC TMP 
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C Magelang  yang berhasil memanfaatkan 
Fasilitas KITE IKM. Regulasi tersebut 
semakin diperkuat pada Tahun 2019 dengan 
terbitnya PMK Nomor 177/PMK.04/2017. 
Bagaimana pada Tahun 2019? Tahun 2019 
memerlukan upaya yang lebih kuat dapat 
berupa coaching clinic dengan pihak KPBC 
TMP C Magelang. Namun, sebelumnya 
harus diupayakan sinergi antara berbagai 
instansi baik pusat maupun daerah. 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Fasilitas KITE pada awalnya untuk 
perusahaan besar, dan sudah diatur sejak 
tahun 2013 melalui PMK No 
176/PMK.04/2013 dan PMK 
177/PMK.04/2013.  Hasil penelitian 
Gumilar dkk (2015) menyebutkan bahwa 
peraturan fasilitas KITE pada kedua 
peraturan tersebut lebih berdampak kepada 
industri besar, namun, baik industri kecil, 
sedang, dan menengah agaknya perlu 
diberikan fasilitas kemudahan impor tujuan 
ekspor yang selama ini dinikmati 
perusahaan yang memenuhi persyaratan 
NIPER. Artinya, hasil penelitian di tahun 
2015 sudah menunjukkan hasil bahwa 
manfaat bagi perusahaan yang memperoleh 
fasilitas KITE, walaupun baru bagi 
perusahaan besar belum menjangkau bagi 
perusahaan kecil dan menengah. 
Kemudian, sehubungan dengan MEA 2015 
maka strategi UMKM atau IKM 
menghadapi MEA pada tahun 2015 tidak 
lepas dari kemampuan dan sikap kita 
terhadap keterbukaan informasi berbasis 
teknologi. Hal ini disampaikan oleh Binadja 
dan Mumpuni (2016) bahwa strategi 
Indonesia untuk meningkatkan kualitas 
UMKM atau IKM: 1) mengembangkan 
sumberdaya manusia yang siap hadapi era  
ekonomi digital, 2) prioritas dalam 
mengembangkan inklusi keuangan bagi 
UMKM, dan 3) menciptakan insfrastruktur 
keuangan yang tepat untuk menfasilitasi 
pengembangan ekonomi digital di 
Indonesia. Hal ini dapat diartikan setiap 
UMKM mampu menguatkan kualitas diri 
baik dari sisi sumberdaya manusianya 
maupun sumber daya lainnya. Yang 
dimaksud dengan sumber daya lainnya 
seperti kualitas produk yang dihasilkan 
mampu berdaya saing minimal di kawasan 
ASEAN. Kemudian peran pemerintah 
mengatur dari sisi regulasi yang 
mempermudah dalam menfasilitasi UMKM 
berdaya saing di kawasan ASEAN. 
Berdasarkan hal ini, maka kebijakan PMK 
177/PMK.04/2016 bagi para UMKM atau 
IKM (menurut regulasi ini) maka harus 
direspon cepat dan positif oleh berbagai 
pihak, seperti UMKM dan pemeritah daerah 
khususnya.  
Namun, juga disadari apabila 
kualitas UMKM sudah diperbaiki, masih 
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terdapat kendala dan tantangan ekspor, 
yaitur: 1) ketentuan pembatasan impor 
tujuan ekspor seperti PI kehutanan, 2) 
pembiayaan, 3) persyaratan/sertifikasi 
ekspor, 4) promosi dan pasar ekspor, 5) 
standar produk, 6) mesin dan teknologi, 7) 
desain dan kemasan, dan 8) branding. 
Delapan hal ini tidak dapat diselesaikan 
dalam regulasi PMK 177/PMK.04/2016, 
melainkan oleh berbagai pihak di luar 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). 
Sebagai contoh: standar produk, lembaga di 
luar DJBC-lah yang bertanggung jawab 
mengarahkan standar produk para UMKM 
supaya mampu berdaya saing ekpor 
minimal di kawasan ASEAN.  Perlu 
diketahui bahwa regulasi fasilitas KITE 
IKM dapat diberikan apabila terpenuhi 
syarat-syarat dari sisi fasilitas pajak seperti 
yang tercantum pada PMK No 
177/PMK.04/2016.  
Hasil implementasi PMK 
177/PMK.04/2016 di wilayah Magelang 
adalah CV Decorus. Perusahaan yang 
bergerak d bidang furniture kayu yang 
berkedudukan di Temanggung memperoleh 
fasilitas KITE IKM dari KPPBC TMP B 
Yogyakarta pada tahun 2017, kemudian 
dialihkan pembinaannya di KPPBC TMP C 
Magelang sejak tahun 2018. Berdasarkan 
data UMKM di wilayah Kabupaten dan 
Kota Magelang yang meningkat jumlahnya 
setiap tahun, alangkah baiknya juga 
ditingkatkan kualitasnya supaya dapat 
memiliki standar produk yang dapat 
melakukan ekspor ke luar negeri. 
Sedangkan implemtasi Fasilitas KITE IKM 
secara nasional sebagai berikut (DJBC, 
2018): 
1) PT Tjiwulan Putra Mandiri (Industri 
Menengah) melakukan impor bahan 
baku tekstil sebanyak 1 FCL untuk 
diolah menjadi pakaian gamis. 
Awalnya harus mengeluarkan uang 
sebanyak Rp 450.000.000/FCL 
untuk membayar Bea Masuk, PPN 
Impor dan PPh Impor dan biaya 
trucking. Namun, setelah menjadi 
KITE IKM hanya mengeluarkan 
uang sebanyak Rp 40.000.000/FCL 
untuk membayar PPh Impor dan 
biaya trucking. Artinya, perusahan 
memperoleh efisiensi sebesar 91% 
sehingga dapat menurunkan harga 
jual yang meningkatkan daya saing 
di pasar luar negeri, meningkjatkan 
kesejahteraan karyawan, dan 
meningkatkan kontriubusi untuk 
yayasan atau pesantren sekitarnya. 
Tahun 2018, perusahan ini mampu 
mengeskpor produk gamis untuk 
pertama kalinya ke Inggris 
2) CV Banyan Internasional Denpasar 
dapat melakukan ekspor perdana ke 
Australia berupa 24.132 set 
kerajinan tangan. Fasilitas KITE 
IKM mampu memangkas 15% 
biaya produksi. 
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3) CD Ribka Futniture Surakarta 
mampu menghemat 20% biaya 
importasi material, dan mampu 
mengekpor ke Amerika 
4) PT Paradise Island Yogyakarta 
mampu mengekspor sebanyak 4 
kontainer ke Amerika Serikat 
5) PT Genta Trikarya Bandung tahun 
2018 mampu mengeskpor produk 
alat musik non tradisional ke Hawai. 
Dan mampu menghemat 17,5% 
pajak 
Hasil implementasi tersebut secara 
umum menunjukkan terdapat peningkatan 
kualitas produk yang siap ekspor dan 
berdampak pada efisiensi biaya produksi 
dan tentunya penghematan pajak. Disinilah 
peran DJBC tidak hanya sekedar 
optimalisasi penerimaan negara, tetapi 
berperan dalam faslitator perdagangan 
internasional. Dampak Ekonomi Fasilitas 
KITE IKM yang dihimpun oleh DJBC 
(2018) menyajikan data bahwa 
menunjukkan rasio ekspor impor sebesar 
2,56 dengan total eskpor USD 19,42 juta 
dan total impor USD 5,45 juta, Adapun 
total fasilitas KITE BM Rp 7,21 milyar dan 
PPN Rp 8,28 milyar dengan tingkat 
investasi sebesar Rp 171,3 milyar pada 
penyerapan tenaga kerja sebanyak 9,063 
orang (DJBC, 2018).  
Hasil implementasi KITE IKM 
tentunya tidak hanya peran DJBC tetapi 
dapat dikatakan sinergi nasional yang 
melibatkan: 1) Kemenperin, 2) Kemenkop 
UKM, 3) Kemendag, 4) DJP, 5) AMEN 
Indonesia, 6) ICSB Indonesia, 7) LPEI, 8) 
Bank Indonesia, maupun 9) Majelis Ulama 
Indonesia. Sinergi yang sudah dilakukan di 
tingkat nasional tentunya dapat dilakukan  
di tingkat daerah. Pemerintah daerah 
memiliki peran penting dalam menginisiasi 
sinergi timgkat daerah. Sinergi pada 
wilayah Magelang maka dapat dilakukan 
oleh dinas yang bertanggung jawab pada 
pembinaan UMKM dan pembinaan fasilitas 
KITE IKM yaitu KPPBC TMP C 
Magelang. Wilayah kerja KPPBC TMP C 
Magelang tidak hanya wilayah Kabupaten 
dan Kota Magelang saja. Sinergi tingkat 
daerah apabila harus diatur dalam regulasi 
yang semakin menguatkan semua pihak 
maka perlu dilakukan untuk antisipasi tahun 
mendatang.  
Selain sinergi, perlu kita telaah 
terdapatnya revisi regulasi fasilitas KITE 
IKM. Pada PMK Nomor 110/PMK.04/2019 
memperkuat kriteria para calon penerima 
fasilitas KITE IKM, tidak hanya industri 
kecil dan menengah tetapi lebih diperkuat 
dengan disebut “badan usaha berskala 
industri kecil dan industri menengah” pada 
Pasal 2 ayat (1) huruf a. Hal ini dapat 
diartikan kesempatan penerima semakin 
diperluas. Konsekuensinya, para UMKM 
harus lebih mawas diri dan sesegera 
mungkin berupaya meningkatkan kualitas 
produk yang siap berdaya saing untuk 
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ekspor. Selain itu, pada peraturan ini juga 
diperkuat dengan kriteria industri kecil dan 
menengah, diatur pada Pasal 3 ayat (1) 
huruf b yaitu industri kecil yang memiliki 
nilai investasi paling banyak Rp 1 milyar 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha. Hal ini diartikan bahwa pemerintah 
memberikan kesempatan yang lebih luas 
lagi untuk pemberian fasilitas fiskal. 
Fasilitas ini harapannya dapat dimanfaatkan 
oleh lebih banyak bagian dari masyarakat. 
Pemerintah tidak lagi sekedar berorientasi 
pada penerimaan negara, melainkan melalui 
fasilitas fiskal memberikan kemudahan dan 
kesempatan bagi masyarakt untuk 
meningkatkan kualitas produk yang akan 
berdampak pada perolehan peningkatan 
ekonomi masyarakat.  
Berdasarkan kondisi perubahan 
regulasi maka mau tidak mau menuntut  
sinergi yang lebih kuat di tingkat daerah 
yang melibatkan sekurang-kurangnya 
pemerintah pusat (KPPBC TMP C 
Magelang  berhubungan dengan fasilitas 
KITE IKM dan KPP Pratama Magelang 
kewajiban perpajakan para pelaku UMKM) 
dengan pemerintah daerah (Dinas 
Perindustrian dan Koperasi, DPMPTSP, 
maupun dinas-dinas lainnya). Regulasi dari 
pemerintah pusat dalam hal ini 
Kementerian Keuangan tidak dapat 
diimplementasikan apabila tidak ada 
kontribusi positif dari pemerintah daerah. 
Karena pemerintah daerah  yang dapat 
berperan secara langsung kepada pelaku 
UMKM. Dari sisi teknis tentang kualitas 
produk maka pemerintah daerah yang 
memiliki peran utama, setelah itu terkait 
dengan fasilitas fiskal maka peran instansi 
vertikal Kementerian Keuangan yang akan 
ambil bagian. Sinergi antar pemerintah dan 
coaching clinic yang dilakukan instansi 
vertikal akan menjadi kolaborasi dinamis 
dalam meningkatkan jumlah pelaku 
UMKM yang dapat memanfaatkan fasilitas 
KITE IKM. 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Regulasi awal berupa PMK No 
177/PMK.04/2016 sebagai bentuk layanan 
pemerintah pusat terkait fasilitas fiskal bagi 
para pelaku UMKM. Implementasi secara 
nasional menunjukkan tingkat ekspor bagi 
para industri kecil dan dampak ekonomi 
akibat efisiensi biaya produksi maupun 
menghemat pajak. Implementasi di wilayah 
Magelang, baru menunjukkan satu IKM 
yang terdaftar sejak Tahun 2017 dan masih 
aktif memanfaatkan fasilitas KITE IKM. 
Dengan adanya penguatan regulasi 
di Tahun 2019 maka kesempatan pemberian 
fasilitas KITE IKM diperluas, sehingga 
perlu sinergi yang lebih kuat antar 
pemerintah pusat dan daerah di wilayah 
Magelang maupun peran yang lebih aktif 
dari instansi vertikal Kementerian 
Keuangan dalam memberikan coaching 
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clinic bagi calon penerima fasilitas KITE 
IKM. 
Saran 
Penelitan berikutnya dapat 
dilakukan tidak hanya kajian literatur tetapi 
dilakukan secara kualitatif deskritif bahkan 
apabila memungkinkan secara research by 
project supaya dapat dihasilkan sebuah 
perubahan nyata akibat sinergi dan 
coaching clinic di wilayah Magelang.  
 
Implikasi dan Keterbatasan 
Keterbatasan metode penelitian yang 
digunakan dan waktu penulisan yang 
dimiliki penulis.  
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